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A. LATAR BELAKANG  

Pajak merupakan kewajiban bagi setiap Warga Negara Indonesia yang 

telah memiliki penghasilan, tidak ada satu wajib pajak yang dapat menghindari 

kewajiban tersebut kecuali ia meninggal dunia atau alasan spesifik tertentu, 

pemungutan pajak tersebut diwajibkan karena pajak merupakan sumber utama 

bagi penghasilan negara. Sistem perpajakan di Indonesia diatur dalam Undang-

Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan. 

Ketidakstabilan pajak negara saat ini dipengaruhi dari kondisi pandemi 

covid-19. Perekonomian negara tidak stabil salah satu pengaruh dari lemahnya 

pembiayaan pajak negara akibat krisis moneter, PHK dimana-mana, hingga 

berdampak terjadinya inflasi. Peraturan pemerintah mengacu pada kondisi 

perekonomian yang belum stabil sehingga kebijakan tersebut telah terealisasi 

dan disahkan sesuai dengan UU No.7 Tahun 2021 tentang kenaikan pajak 

pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 %. Dampak ini dialami oleh berbagai 

sektor usaha, pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya. Tidak semua masyarakat 

dapat menerima kenaikan pajak akan tetapi pemerintah sudah menetapkan agar 

perekonomian negara stabil dengan cara menaikan pajak yang akan 

diberlakukan secara bertahap mulai dari 11% di tahun 2022, 12% ditahun 

berikutnya. Kenaikan pajak akan terus bertahap untuk meningkatkan stabilitas 

perekonomian dan pemulihan keuangan negara. 

Sumber penerimaan negara lebih diutamakan dari dalam negeri. 

Kebutuhan dana APBN sebagai penerimaan negara sebagian besar dari sektor 

pajak. Salah satu contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN). PPN mempunyai kontribusi besar terhadap penerimaan negara. 

Pengenaan PPN dapat dilimpahkan kepada orang lain dan seperti yang telah 

diketahui bahwa hampir semua barang maupun jasa yang dikonsumsi di 

Indonesia merupakan BKP (Barang Kena Pajak). Oleh karena itu PPN disebut 

juga sebagai pajak objektif. Pajak diawal-awal tahun kemerdekaan Indonesia, 

relatif kecil. Tetapi semakin berkembangnya jaman penerimaan pajak relatif 
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dan absolute besar. Di Indonesia PPN merupakan pendapatan kedua terbesar 

setelah Pajak Penghasilan. 

PPN adalah pajak yang dikenakan atas transaksi barang atau jasa dari 

produsen kepada konsumen. Dalam pengenaan PPN, seorang Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak yang dijadikan sebagai bukti transaksi 

dan dapat pula digunakan sebagai sarana kredit pajak untuk pajak masukan. 

Namun, faktur pajak juga dapat digunakan sebagai sarana bukti pemotongan 

atau pemungutan atas transaksi yang terjadi. Maka dari itu, tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Kantor Jasa Akuntan (KJA) 

terhadap perhitungan faktur pajak SPT masa PPN terhadap perusahaan klien. 

Faktur pajak adalah bukti dari pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha 

Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena 

Pajak, sehingga informasi yang terkandung dapat mempengaruhi kebenaran 

SPT.  

E-faktur (faktur pajak berbentuk elektronik) adalah faktur pajak yang 

dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronika yang ditentukan dan atau 

disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai dengan peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor PER/41/PJ/2015 tentang pengamanan transaksi 

elektronik layanan pajak online. Pemberlakuan e-faktur dimaksudkan untuk 

memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya faktur 

pajak. Pemberlakuan e-faktur dilakukan secara bertahap sejak 1 juli 2014 

kepada PKP tertentu. PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Jawa dan Bali wajib menggunakan e-faktur per 1 juli 2015. Sedangkan 

pemberlakuan e-faktur secara nasional serentak 1 juli 2016. PKP yang sudah 

wajib e-faktur, tetapi tidak menggunakannya secara hukum dianggap tidak 

membuat faktur pajak sehingga akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak menerapkan modernisasi 

faktur pajak untuk meminimalisir faktur pajak fiktif yang mengakibatkan 

kerugian Negara. Tujuan diluncurkannya sistem e-fakur pajak oleh DJP yaitu 
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untuk memberikan kemudahan kepada PKP dalam melakukan kewajiban 

perpajakannya sehingga akan menciptakan peningkatan kepatuhan PKP 

terutama dalam melaporkan SPT Masa PPN. 

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak 

digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek 

pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT bagi wajib 

pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mmpertanggungjawabkan 

perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Bagi pemotongan atau 

pemungut pajak, fungsi SPT sebagai sarana untuk melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan 

disetorkannya. 

Perpajakan merupakan hal yang penting dalam membangun suatu bisnis 

yang baik. Maka dari itu diperlukannya Kantor Jasa Akuntan untuk mendeteksi 

kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh wajib pajak baik pribadi maupun 

badan. Banyak perusahaan yang sudah besar tapi tidak dapat mengatur kondisi 

PPN dan Faktur pajak, sehingga mengalami kerugian hingga kebangkrutan 

perusahaan. Dikarenakan harus membayar sanksi atas pelanggaran yang telah 

dilakukannya.  

Kantor Jasa Akuntan (KJA) memberikan jasa untuk menjawab 

kebutuhan perpajakan perusahaan. Tugas KJA di sini membantu mengolah data 

perusahaan untuk menemukan potensi terkena resiko sanksi. KJA berusaha 

membantu klien untuk menyelesaikan setiap masalah yang timbul di dalam 

perusahaan klien. PT Kana Javas Aryasatya merupakan Perusahaan Kantor Jasa 

Akuntansi yang bergerak dalam bidang penyedia Jasa Konsultasi Manajemen, 

Akuntansi, dan Perpajakan. PT Kana Javas Aryasatya berdiri pada 22 April 

2002 yang didirikan oleh Wahyu Haryanto, SE., Ak., CA. Seiring dengan 

perkembangan dan kebutuhan klien, PT Kana Javas Aryasatya selalu memenuhi 
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tuntutan perkembangan ini dengan mencari sumber daya manusia yang 

berpotensi.  

PT Kana Javas Aryasatya selalu berperan aktif dan menjadi professional  

dalam  memenuhi  kepuasan  klien dan  perusahaan,  didukung dengan sumber 

daya manusia yang handal dan kompeten, disamping itu perusahaan  selalu  

mengembangkan  diri  dengan  meningkatkan pengetahuan staff melalui 

pelatihan ataupun workshop. Hal ini dilakukan untuk inovasi perusahaan baik 

dari segi pengetahuan maupun keterampilan teknis. Visi  perusahaan  adalah  

menjadi  Perusahaan  Jasa  Konsultasi Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan 

yang professional, terbaik dan terpercaya. Sedangkan misi perusahaan adalah 

memberikan jasa konsultasi kepada  klien  di  bidang  manajemen,  akuntansi  

dan  perpajakan  sehingga menghasilkan manfaat maksimal bagi klien. Maka 

dari itu Penulis menulis Laporan dengan judul “Peranan Kantor Jasa 

Akuntan Wahyu Haryanto terhadap Perhitungan Faktur Pajak pada 

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Perusahaan” 

B. DIVISI KERJA DAN KEGIATAN 

1. Bidang jasa PT Kana Javas Aryasatya yaitu : 

a. Jasa akuntansi dan perpajakan 

1) Penyusunan  laporan keuangan bulanan  maupun  tahunan,  yang 

meliputi  Laporan  Neraca,  Rugi  Laba  dan  Arus  Kas  sesuai  

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

2) Jasa  Perpajakan,  yaitu  meliputi  pengisian  SPT  PPh  OP/Badan, 

melakukan review atas pembayaran pajak terhadap obyek pajak, 

review laporan keuangan untuk mencari apakah masih ada pajak 

terutang yang masih harus dibayar wajib pajak. 

b. Jasa Pemeriksaan Internal ( Internal Audit ). 
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2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi menunjukkan kerjasama yang baik dan 

terkoordinir dalam mencapai tujuan perusahaan. Struktur organisasi ini 

dibuat supaya semua kegiatan atau pekerjaan dikerjakan sesuai dengan 

bidangnya masing-masing dan dapat berjalan dengan baik, teratur, dan tepat 

waktu. 

 

Struktur Organisasi PT Kana Javas Aryasatya 

 

 
Gambar 1 Struktur Organisasi PT Kana Javas Aryasatya 

 

Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam struktur 

organisasi PT Kana Javas Aryasatya. Adapun tugas dan tanggung jawab 

masing-masing bagian dalam struktur organisasi tersebut akan dijelaskan dalam 

deskripsi jabatan. Adapun yang dimaksud dengan deskripsi jabatan adalah 

uraian tertulis mengenai tugas dan tanggung jawab, dari masing-masing bagian 

beserta seksi-seksinya yang terdapat dalam struktur organisasi yang 

bersangkutan. Deskripsi jabatan masing-masing bagian tersebut adalah sebagai 

berikut: 

DIREKTUR

STAFF STAFF STAFF

MANAGER/

SUPERVISIOR
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1) Direktur 

2) Manager/Supervisor 

3) Staff  

a) Mempelajari dan memahami setiap profil perusahaan klien dan 

semua perpajakan yang berlaku. 

b) Mengolah data penjualan dan pembelian perusahaan klien di 

perusahaan dagang dan manufaktur. 

c) Membuat laporan keuangan perusahaan klien. 

d) Memastikan semua kewajiban pajak perusahaan atau klien 

terpenuhi dan terlaporkan tepat waktu. 

e) Membantu setiap masalah perpajakan klien, bulanan, tahunan, 

dan melakukan pemeriksaan pajak. 

f) Memberi konsultasi atau pemahaman pajak lebih mendalam pada 

klien. 

g) Memberi pendampingan terhadap klien dengan pihak pajak. 

 

C. POKOK MASALAH 

Cara penyampaian SPT Masa PPN ditentukan oleh bentuk SPT yang 

digunakan. Untuk formulir kertas harus disampaikan langsung ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) atau dikirimkan melalui pos/kurir/jasa ekspedisi dengan 

bukti pengiriman surat. Sementara itu, untuk dokumen elektronik dapat 

disampaikan dengan dua cara, yaitu dikirimkan seperti formulir kertas atau 

dikirimkan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak. 

Dengan adanya faktur perpajakan, maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

memiliki bukti taat hukum dengan telah melakukan penyetoran, pemungutan 

hingga pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

PPN yang berlaku. Saat ini pemerintah telah meluncurkan e-faktur untuk 

menghindari penerbitan faktur pajak fiktif. Penggunaan e-faktur adalah suatu 

cara pembuatan SPT Masa PPN yang kini dilakukan tanpa formulir kertas. 
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Setiap kali melakukan transaksi jual-beli, harus menerbitkan faktur perpajakan 

sebagai tanda bukti telah memungut atau memotong pajak dari pembeli 

barang/jasa kena pajak tersebut. Berikut Formulir 1111 SPT Masa PPN. 

 

Gambar 2 Formulir 1111 SPT Masa PPN 

Formulir SPT Masa PPN 1111 dapat berbentuk formulir kertas atau 

dokumen elektronik.Untuk formulir kertas dapat diperoleh di KPP terdekat atau 

digandakan sendiri oleh PKP. Sementara itu, untuk SPT masa PPN berbentuk 

elektronik hanya dapat dibuat dengan menggunakan aplikasi e-faktur yang 

diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Meski wajib pajak telah 
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melaporkan faktur pajak, setelah itu bukan berarti dibiarkan begitu saja. PKP 

tetap perlu melakukan pembetulan faktur pajak yang sudah dilaporkan 

sebelumnya. Alasannya adalah apabila terdapat kesalahan pada saat pembuatan 

faktur pajak sebelumnya. 

Kesalahan pembuatan faktur pajak bisa terjadi karena banyak hal, 

seperti : 

1. Faktur pajak tidak benar atau tidak jelas. 

2. Faktur pajak rusak. 

3. Salah memasukkan data harga barang. 

4. Kesalahan mengisi jenis barang yang dijual. 

Jika ada kesalahan yang dibuat oleh wajib pajak seperti contoh diatas, 

maka PKP diperbolehkan melakukan pembetulan dengan cara membuat faktur 

pajak pengganti. Perlu diketahui, Pembetulan faktur pajak yang telah dilaporkan 

ini telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur 

Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau 

Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. 

Dalam Kantor Jasa Akuntan Wahyu Haryanto terdapat beberapa 

masalah yang akan dibahas yakni salah satunya adalah kesalahan pengisian 

faktur. Kesalahan pengisian faktur adalah kesalahan saat mengisi data pada e-

faktur. Kesalahannya adalah pengisian e-faktur yang terjadi dua kali atau 

double, sehingga terdapat lebih bayar yang harus dibayarkan oleh perusahaan.  

Kesalahan transaksi yang pernah dilakukan selanjutnya disebabkan 

karena kesalahan menginput nominal harga barang yang terjadi saat pengisian 

e-faktur. Nominal yang seharusnya diisi adalah sekitar Rp 3.900.000 (tiga juta 

sembilan ratus ribu rupiah) namun salah input menjadi hanya sekitar Rp 

390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah). Berikut Faktur Pajak yang 

harus diganti. 
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Gambar 3 Faktur Pajak yang harus Diganti 

Untuk permasalahan selanjutnya masih berhubungan dengan kesalahan 

pencatatan harga barang yakni sanksi terhadap pelanggaran saat terlambat 

melakukan pelaporan, sehingga menyebabkan perusahaan harus membayar 

denda kurang bayar dan denda terlambat melaporkan. 

D. PEMBAHASAN 

Dalam setiap perusahaan sebenarnya pasti membutuhkan Kantor Jasa 

Akuntansi untuk menangani urusan keuangan dan perpajakannya. Untuk 

diketahui Kantor Jasa Akuntansi ini memberikan pelayanan kepada seluruh 

skala, di kantor jasa akuntan ini akan menyederhanakan perhitungan dan 

laporan finansial setiap perusahaan sehingga memiliki kontrol yang efektif 

terhadap keuangan perusahaan. Dalam layanan jasa akuntan ini dipastikan 

memenuhi Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK), sehingga 

perusahaan dapat memenuhi kewajiban pelaporan keuangan baik itu untuk 
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keperluan pemenuhan kepatuhan pajak maupun tanggung jawab terhadap 

investor. 

Aplikasi e-faktur ditujukan untuk PKP dalam memenuhi kewajibannya 

dalam melaporkan SPT Masa PPN. E-faktur merupakan faktur pajak yang 

dijadikan sebagai bukti pungutan PPN yang dibuat oleh PKP secara elektronik 

yang diatur dalam peraturan DJP. Sistem aplikasi e-faktur dilengkapi dengan 

petunjuk penggunaan (manual user) yang merupakan satu kesatuan dengan 

aplikasi tersebut. Dengan pemberlakuan penggunaan e-Faktur ini maka nomor 

seri faktur fiktif pasti tertolak di aplikasi e-faktur karena pemberian nomor seri 

faktur pajak harus melalui tahapan validasi yang ketat. 

Dalam kasus pelaporan faktur pajak double, apabila ternyata ada 

kesalahan dalam isian kompensasi PPN lebih bayar, maka PKP tidak dapat 

mengubahnya secara manual. Ini dikarenakan berlakunya fitur prepopulated 

isian kompensasi kelebihan PPN, sehingga nilai kompensasi kelebihan PPN 

akan terisi secara otomatis dan PKP tidak dapat melakukan perubahan secara 

manual. Maka, solusinya adalah mengajukan perbaikan ke Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) tempat PKP terdaftar. Apabila nominal tidak terlalu berpengaruh 

terhadap perusahaan, maka tidak perlu diubah namun perusahaan akan tetap 

mengalami kerugian pembayaran sebanyak nominal yang dilaporkan.  

Setiap Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP harus 

menyetorkan PPN dan melaporkan SPT Masa PPN paling lama akhir bulan 

berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Tepatnya, pada tanggal 30 atau 31 

bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Selain itu, pelaporan SPT 

Masa PPN harus dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan 

ketentuan Pasal 3A PMK 9/2018 s.t.d.t.d PMK 18/2021. Usahakan untuk 

menyetorkan dan melaporkan pajak terutang sebelum tanggal jatuh tempo yang 

sudah ditentukan.  

Untuk memperbaiki kesalahan dalam kasus diatas, diperlukan adanya 

Faktur Pajak Pengganti. Faktur Pajak Pengganti dibuat untuk menggantikan 
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faktur pajak yang dibuat sebelumnya dengan transaksi yang sama. Jadi, 

transaksinya masih dianggap terjadi, akan tetapi karena ada beberapa hal yang 

harus diganti dari faktur pajak yang sebelumnya dibuat, maka dilakukan 

perbaikan pada bagian yang salah pada lembar faktur pajak awal tersebut di 

Faktur Pajak Pengganti. Ketentuan pembuatannya adalah: 

1. Masih bisa menggunakan NSFP Faktur Pajak sebelumnya yang dilakukan 

penggantian tersebut. NSFP merupakan nomor seri yang terdiri dari 13 digit 

dan diterbitkan satu kali per satu tahun pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) kepada PKP sebagai syarat pembuatan e-Faktur. Nomor seri ini dapat 

berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf. 

2. Hanya mengubah kode faktur pajaknya, yakni dari kode Faktur Pajak 

Normal (01) menjadi kode Faktur Pajak Pengganti (01). 

Pembuatan faktur pajak pengganti sebagai upaya pembetulan faktur 

pajak yang sudah dilaporkan saat ini menjadi lebih mudah, karena tidak harus 

dilakukan secara manual. Sebab, di era penggunaan e-faktur, pembetulan faktur 

pajak yang sudah dilaporkan bisa langsung dilakukan lewat aplikasi e-faktur 

yang dikeluarkan oleh DJP. 

Cara pembetulan faktur pajak yang sudah dilaporkan dengan 

menggunakan aplikasi e-faktur adalah sebagai berikut: 

1. Masuk ke aplikasi e-faktur, klik menu “Faktur” pilih “Pajak Keluaran” dan 

kemudian “Administrasi Faktur”. Selanjutnya akan muncul data pajak 

keluaran PKP. 

2. Klik faktur pajak yang akan diganti atau dibetulkan. 

3. Klik tombol bertuliskan “Pengganti”. 

4. Setelah itu klik tombol “Lanjutkan” dan kemudian masuk ke “Detail 

Transaksi”. 

5. Pada “Detail Transaksi” PKP bisa merubah data faktur dengan mengklik 

tombol “Ubah Transaksi”. Jika sudah selesai merubah, klik “Simpan”. 
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6. Setelah klik “Simpan” PKP akan diarahkan kembali ke halaman “Detail 

Transaksi”. Di halaman “Detail Transaksi” klik tombol “Simpan”. 

7. Setelah klik tombol “Simpan”, faktur pajak pengganti sudah dibuat, yang 

berarti pembetulan faktur pajak yang sudah dilaporkan telah sukses 

dilakukan. 

Faktur pajak pengganti sebagai pembetulan faktur pajak yang sudah 

dilaporkan harus diunggah  ke server DJP. Untuk kesalahan pelaporan kurang 

bayar pada SPT Masa PPN faktur pajak yang mulanya sebesar Rp 3.900.000 

(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) maka dari itu nominal yang kurang bayar 

yakni sekitar Rp 3.510.000 (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan 

Apabila PKP tidak atau terlambat dalam melaporkan pajaknya, maka akan 

dikenakan sanksi administratif berupa denda senilai Rp 500.000 sesuai dengan 

UU KUP Pasal 7 ayat (1). Berikut Faktur Pajak yang telah Diganti. 

 

Gambar 4 Faktur Pajak Pengganti 
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Bagi para Wajib Pajak yang terlambat melaporkan SPT, maka akan 

dikenakan sanksi yang berupa denda. Setiap Wajib Pajak perlu memeriksa 

denda mana yang perlu dibayarkan terlebih dahulu, apakah denda telat 

melaporkan SPT atau ada juga denda terlambat membayar pajak. 

Keterlambatan Pelaporan untuk SPT Masa PPN dikenakan denda sebesar Rp 

500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan untuk SPT Masa lainnya dikenakan 

denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sedangkan untuk 

keterlambatan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi khususnya mulai Tahun Pajak 

2008 dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan SPT 

Tahunan PPh Badan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). 

Perlu diingat kembali, apabila tanggal jatuh tempo penyetoran PPN dan 

pelaporan SPT Masa PPN bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau 

hari libur nasional, maka penyetoran dan pelaporan dapat dilakukan pada hari 

kerja berikutnya. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk 

penyelenggaraan pemilihan umum dan cuti bersama secara nasional yang 

ditetapkan oleh pemerintah.  

E. KESIMPULAN DAN SARAN  

1. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dari penyusunan Laporan KKU Peranan Kantor 

Jasa Akuntan Wahyu Haryanto terhadap Perhitungan Faktur Pajak pada Surat 

Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perusahaan dapat 

disimpulkan bahwa : 

a. Denda faktur pengganti tidak dikenakan apabila hanya terjadi salah input 

nama barang dan kurang bayar namun nominalnya kurang dari nominal 

PPN sesungguhnya. Maka dari itu, akibat dari kesalahan catat nominal 

harga barang pada faktur pajak dan keterlambatan pelaporan pada faktur 

yang telah diganti, perusahaan dikenakan denda sebesar Rp 500.000,00 

(lima ratus ribu rupiah). 
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b. Pada pelaporan faktur ganda yang terjadi diatas, tidak dapat diperbaiki 

apabila perusahaan klien tidak menyetujui, dan apabila perusahaan ingin 

membetulkan maka solusinya adalah mengajukan perbaikan ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP terdaftar. Apabila nominal tidak 

terlalu berpengaruh terhadap perusahaan, maka tidak perlu diubah namun 

perusahaan akan tetap mengalami kerugian pembayaran sebanyak 

nominal yang telah dilaporkan.  

 

2. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan Peranan Kantor Jasa Akuntan Wahyu 

Haryanto terhadap Perhitungan Faktur Pajak pada Surat Pemberitahuan 

(SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perusahaan, maka penulis 

dapat memberikan saran  meliputi : 

a. Meningkatkan fasilitas untuk kenyamanan staff di Kantor Jasa Akuntan 

Wahyu Haryanto dan untuk mempermudah melaksanakan pekerjaan 

para staff di kantor. 

b. Meningkatkan ketelitian staff dengan cara menambah pelatihan dan 

bimbingan saat pengisian e-faktur sehingga dapat meminimalkan 

terjadinya kesalahan input dan kesalahan perhitungan serta kesalahan 

dalam proses upload faktur pajak.  

Demikian kesimpulan dan saran yang penulis sampaikan dalam 

penyusunan laporan ini. Semoga dapat digunakan untuk evaluasi dan kemajuan 

perusahaan di masa yang akan datang. Penulis memohon maaf apabila didalam 

penulisan laporan ini terdapat kesalahan baik dalam pemilihan kata dan 

penyusunannya. Semoga laporan ini dapat digunakan dan bermanfaat bagi 

semua pihak. 
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G. LAPORAN KEGIATAN AKTIVITAS MAHASISWA 

 

LOGBOOK KEGIATAN SELAMA KKU 

 

Nama    : Rika Juliana Rosyta 

NIM   : 20220068 

Program Studi  : Akuntansi 

Judul  : Peranan Kantor Jasa Akuntan Wahyu Haryanto 

terhadap Perhitungan Faktur Pajak Surat 

Pemberitahuan (Spt) Masa Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) pada Perusahaan 

Dosen Pembimbing  : Astuning Saharsini, S.E, M.Acc. 

 

NO HARI & TANGGAL KEGIATAN 

1. Rabu, 1 Februari 2023 

-  Perkenalan kepada seluruh Staff di PT KJA 

-  Menginput perhitungan Stock Opname milik 

Staff terhadap Perusahaan dagang milik 

Klien yang terjadi   pada bulan Januari 2023 

ke dalam Excel. 

2. Kamis, 2 Februari 2023 

-  Menginput perhitungan Stock Opname milik 

Staff terhadap Perusahaan dagang milik 

Klien yang terjadi   pada bulan Januari 2023 

ke dalam Excel. 

3. Jumat, 3 Februari 2023 

-  Menginput perhitungan Stock Opname milik 

Staff terhadap Perusahaan dagang milik 

Klien yang terjadi   pada bulan Januari 2023 

ke dalam Excel. 

4. Sabtu, 4 Februari 2023 

-  Menginput perhitungan Stock Opname milik 

Staff terhadap Perusahaan dagang milik 

Klien yang terjadi   pada bulan Januari 2023 

ke dalam Excel. 

5. Senin, 6 Februari 2023 

-  Mengisi E-Billing pada DJP 

-  Menginput Transaksi Finansial yang terjadi 

pada Bulan November 2022 

6. Selasa, 7 Februari 2023 
-  Menginput Rekening Koran Perusahaan 

yang terjadi pada Bulan Desember 2022 
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NO HARI & TANGGAL KEGIATAN 

7. Rabu, 8 Februari 2023 

-  Mengisi E-Faktur Perusahaan Klien 

-  Menginput Faktur Pajak Pembelian oleh 

Perusahaan yang terjadi pada bulan Januari 

2023 

-  Memisahkan Nota Pembelian yang terjadi 

pada tahun 2023 sesuai dengan data Kas 

Perusahaan 

8. Kamis, 9 Februari 2023 

-  Menginput Nota Penjualan Perusahaan yang 

terjadi pada Bulan Januari 2023 

-  Menginput Faktur Pajak Pembelian oleh 

Perusahaan yang terjadi pada bulan Januari 

2023 

-  Menginput Bukti Potong PPh Pasal 22 ke 

Excel 

9. Jumat, 10 Februari 2023 

-  Mengisi SPT Wajib Pajak Orang Pribadi 

-  Mengisi Bukti Potong PPh Pasal 21 ke 

dalam SPT 

10. Sabtu, 11 Februari 2023 

-  Mengisi E-Billing pada DJP 

-  Mengisi E-Faktur Perusahaan Klien 

-  Mengirim Email konfirmasi ke Perusahaan 

Klien mengenai Faktur yang telah dibuat 

11. Senin, 13 Februari 2023 

-  Menginput Faktur Pajak Perusahaan Klien 

yang terjadi pada Bulan Januari-Februari 

2023 ke dalam Excel 

-  Menginput Rekening Koran Giro ke dalam 

Excel (Debet dan Kredit dibalik) 

12. 
Selasa, 14 Februari 

2023 

-  Menginput Faktur Pajak Pembelian oleh 

Perusahaan yang terjadi pada bulan Januari 

2023 

-  Memindahkan Faktur Pajak PPN Masukan 

(Milik Badan) ke dalam Excel  

13. Rabu, 15 Februari 2023 

-  Mengisi E-Faktur Perusahaan Klien 

-  Mengirim Email konfirmasi ke Perusahaan 

Klien mengenai Faktur yang telah dibuat 

14. 
Kamis, 16 Februari 

2023 

-  Mengisi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

-  Mengisi Bukti Potong PPh Pasal 21 ke 

dalam SPT 

-  Menginput Faktur Pajak Perusahaan Klien 

yang terjadi pada Bulan Januari-Februari 

2023 ke dalam Excel 

-  Menginput Rekening Koran Giro ke dalam 

Excel (Debet dan Kredit dibalik) 

15. Jumat, 17 Februari 2023 
-  Menginput Nota Penjualan Perusahaan Klien 

yang terjadi pada Bulan Februari 2023 
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NO HARI & TANGGAL KEGIATAN 

16. Senin, 20 Februari 2023 

-  Menginput Bukti Klaim Ekspedisi Penjualan 

yang terjadi pada Tahun 2022 ke Excel 

-  Memisahkan Nota Pembelian yang terjadi 

pada tahun 2023 sesuai dengan data Kas 

Perusahaan 

17. 
Selasa, 21 Februari 

2023 

-  Menginput dan Mencocokkan Nota 

Penjualan yang terjadi pada tahun 2022 ke 

dalam Excel 

18. Rabu, 22Februari 2023 

-  Mengedit dan Mencocokkan penjualan 

Perusahaan Klien setiap bulannya yang 

terjadi pada tahun 2022 

19. 
Kamis, 23 Februari 

2023 

-  Mengisi E-Faktur Perusahaan Dagang Klien 

-  Membuat Perhitungan HPP, Perhitungan 

Beban Gaji, Jurnal Umum, Neraca Lajur, 

Laporan Laba Rugi, dan Laporan Neraca. 

Hal tersebut digunakan untuk keperluan 

pengisisan SPT Tahunan Perusahaan Dagang 

20. Jumat, 24 Februari 2023 
-  Melakukan Stock Opname Persediaan 

Barang ke Pabrik milik Perusahaan Klien 

21. Sabtu, 25 Februari 2023 

-  Mengisi E-Faktur Perusahaan Klien 

-  Melaporkan dan Menguplod E-Faktur lalu 

dicetak ke dalam bentuk pdf 

-  Mengirim Email konfirmasi ke perusahaan 

mengenai e-faktur yang telah dibuat 

22. Senin, 27 Februari 2023 

-  Menginput Buku Kas Umum Bahan 

Penolong dan Sparepart per Bulan selama 

Tahun 2022 terhadap Perusahaan klien 

dengan cara menulis nominal pembayaran 

utang setelah di audit apakah masih terdapat 

selisih atau sudah lunas. 

23. 
Selasa, 28 Februari 

2023 

-  Menginput Buku Kas Umum Bahan 

Penolong dan Sparepart per Bulan selama 

Tahun 2022 terhadap Perusahaan klien 

dengan cara menulis nominal pembayaran 

utang setelah di audit apakah masih terdapat 

selisih atau sudah lunas 

24. Rabu, 1 Maret 2023 

-  Melakukan Stock Opname Persediaan 

Barang ke Pabrik milik Perusahaan Klien 

-  Mengisi E-Faktur Perusahaan Klien pada 

Bulan Februari 2023 

25. Kamis, 2 Maret 2023 

-  Menginput Buku Kas Umum Bahan 

Penolong dan Kertas Kerja Bahan Baku per 

Bulan selama Tahun 2022 terhadap 

Perusahaan klien dengan cara menulis 

nominal pembayaran utang setelah di audit 
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NO HARI & TANGGAL KEGIATAN 

apakah masih terdapat selisih atau sudah 

lunas 

26. Jumat, 3 Maret 2023 

-  Melakukan Stock Opname Persediaan 

Barang ke Pabrik Persediaan milik 

Perusahaan Klien 

27. Sabtu, 4 Maret 2023 

-  Menginput Gaji Pegawai Mingguan selama 

bulan Januari dan Februari 2023 

-  Mengisi E-Faktur Perusahaan Klien pada 

Bulan Februari 2023 

28. Senin, 6 Maret 2023 

-  Merekap Utang Kurang Bayar milik 

perusahaan klien pada Buku Pembantu 

Utang Bahan Penolong selama bulan Januari 

sampai dengan Oktober 2022 

29. Selasa, 7 Maret 2023 

-  Mencocokkan total kas mengenai Penjualan 

Perusahaan klien pada tahun 2022 dengan 

cek milik perusahaan klien 

30. Rabu, 8 Maret 2023 

-  Menginput Nota Penjualan Perusahaan yang 

terjadi pada Bulan Januari-Maret 2023 

-  Menginput Faktur Pajak Pembelian milik 

Perusahaan Klien yang terjadi pada Bulan 

Januari dan Februari 2023 

31. Kamis, 9 Maret 2023 
-  Menginput Gaji Pegawai Mingguan selama 

bulan Januari dan Februari 2023 

32. Jumat, 10 Maret 2023 

-  Memisahkan nota pembelian dan nota 

penjualan milik klien, kemudian transaksi 

pada nota pembelian dimasukkan ke dalam 

akun-akun beban di excel untuk kemudian 

dijadikan sebagai akun beban untuk 

pembukuan. 

33. Sabtu, 11 Maret 2023 

-  Memisahkan nota pembelian dan nota 

penjualan milik klien, kemudian transaksi 

pada nota pembelian dimasukkan ke dalam 

akun-akun beban di excel untuk kemudian 

dijadikan sebagai akun beban untuk 

pembukuan. 

34. Senin, 13 Maret 2023 

-  Menggabungkan transaksi penjualan pada 

nota dan pada laporan penjualan untuk 

kemudian digabung untuk dikenakan Pajak. 

35. Selasa, 14 Maret 2023 

-  Menggabungkan transaksi penjualan pada 

nota dan pada laporan penjualan untuk 

kemudian digabung untuk dikenakan Pajak. 

-  Mengisi E-Faktur Perusahaan Klien pada 

Bulan Maret 2023 
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NO HARI & TANGGAL KEGIATAN 

36. Rabu, 15 Maret 2023 -  Menggabungkan transaksi penjualan pada 

nota dan pada laporan penjualan untuk 

kemudian digabung untuk dikenakan Pajak. 

37. Kamis, 16 Maret 2023 -  Menggabungkan transaksi penjualan pada 

nota dan pada laporan penjualan untuk 

kemudian digabung untuk dikenakan Pajak. 

28. Jumat, 17 Maret 2023 -  Menggabungkan transaksi penjualan pada 

nota dan pada laporan penjualan untuk 

kemudian digabung untuk dikenakan Pajak. 

39. Sabtu, 18 Maret 2023 -  Menggabungkan transaksi penjualan pada 

nota dan pada laporan penjualan untuk 

kemudian digabung untuk dikenakan Pajak. 

40. Senin, 20 Maret 2023 -  Mengisi E-Faktur Perusahaan Klien pada 

Bulan Maret 2023 

-  Melaporkan dan Menguplod E-Faktur lalu 

dicetak ke dalam bentuk pdf 

-  Mengirim Email konfirmasi ke perusahaan 

mengenai e-faktur yang telah dibuat 

41. Selasa, 21 Maret 2023 - Menginput perhitungan Stock Opname milik 

Staff terhadap Perusahaan dagang milik 

Klien yang terjadi   pada Bulan Februari 

2023 ke dalam Excel. 

42. Rabu, 23 Maret 2023 - Menginput perhitungan Stock Opname milik 

Staff terhadap Perusahaan dagang milik 

Klien yang terjadi   pada Bulan Maret 2023 

ke dalam Excel. 

43. Jumat, 24 Maret 2023 - Menginput perhitungan Stock Opname milik 

Staff terhadap Perusahaan dagang milik 

Klien yang terjadi   pada bulan Februari 2023 

ke dalam Excel. 

44. Sabtu, 25 Maret 2023 -  Mengisi E-Faktur Perusahaan Klien pada 

Bulan Maret 2023 

-  Melaporkan dan Menguplod E-Faktur lalu 

dicetak ke dalam bentuk pdf 

-  Mengirim Email konfirmasi ke perusahaan 

mengenai E-Faktur yang telah dibuat 

45. Senin, 27 Maret 2023 - Merekap Faktur Pajak Penjualan milik 

perusahaan klien yang terjadi pada bulan 

November 2022. 

46. Selasa, 28 Maret 2023 - Merekap Faktur Pajak Penjualan milik 

perusahaan klien yang terjadi pada bulan 

November 2022. 

47. Rabu, 29 Maret 2023 - Dijelaskan mengenai Rancangan Anggaran 

Biaya (RAB) PPN perusahan klien. 
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NO HARI & TANGGAL KEGIATAN 

48. Kamis, 30 Maret 2023 - Merekap Faktur Pajak Penjualan milik 

perusahaan klien yang terjadi pada bulan 

November 2022. 

49. Jumat, 31 Maret 2023 - Berpamitan kepada pimpinan dan seluruh 

staff PT. KJA 

 

H. DOKUMENTASI KEGIATAN MAHASISWA 

Menginput perhitungan stock opname milik staff. 

 

Stock Opname di salah satu perusahaan klien. 
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Stock Opname di salah satu perusahaan klien. 

 

 



23 
 

 

Mengisi SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

 

Stock Opname di salah satu perusahaan klien. 
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Mengisi e-faktur klien. 
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Menginput Nota Penjualan dan Faktur Pajak milik klien. 

 

Dokumentasi Lain-Lain. 
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Foto bersama pimpinan dan staff PT. Kana Javas Aryasatya  

 

 

I. PRESENSI MAHASISWA SELAMA MAGANG 

 

Lampiran 2 Presensi Mahasiswa 
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J. LEMBAR KONSULTASI MAHASISWA KEPADA DOSEN 

 

Lampiran 3 Lembar Konsultasi Mahasiswa kepada Dosen 
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K. FORM PENILAIAN MAHASISWA 

 

Lampiran 4 Form Penilaian Mahasiswa 


